
: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar .Negara 
Republik Indonesia Tahun ]945; 

2. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembcntukan Kotarnadya Daerah Tingkat lI Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nornor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3602); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah dan Pasal J. 77 Peraturan 
Pemerintah Nomor l2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDJ untuk mernperoleh 
persetujuan Bersama; 

b. bahwa Rancangan Pen:!turan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan .Belan:ja 
Daerah (A.PBD) yang diajukan .meropakan. 
perwujud an dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daer ah Tahun 2022 yang ctijabarkan ke dalam 
kebijakan umum APBD serta prioritas dan 
plafon anggarao. sementara yang telah d.isepakati 
arrtar'a Pemerintah Daer ah dengan DPRD pada 
tanggal 10 bulan 9 tahun 2021; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tabun 
Anggaran 2022. 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

ANGGAR1.N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 

TAHUN ANGGARAN 2022 

NOMOR T TAHUN 2021 

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 

WALIKOTA KENDARI 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repulik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Talrun 2004 Numor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 

5. Unda,ng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pernbangunan Nasional [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Amara Pernerintah Pusat dan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Dacrah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran, Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20]4 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Vndang Nornor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 6S73); 

10. Peraturan Penierintah Nornor 1.09 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, 'I'ambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun. 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Ba dari La:yanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lembaran 
Negar'a Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Rep'ublik Indonesia nomor 74 
Tahun 2012 terrtarig Petubahan Pe.raturan 
Pemerirrtah Nornor 23 'rahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lernbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 



·2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan. Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
La_poran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pernerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan lnforrnasi Laporan Penyelenggaraan 
Pcmcrintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan, Lembaran Negara Republik lndonesi.a Nomor 
4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tam bahan 
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraruran Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lemburnn Negara Republik Indonesia Nomor 
6177); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2010 
ten tang Tata Cara Pelalcsarraari Tugas dan 
Wewenang Serta Kedudukan keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemeri,ntah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lernb arari 
Negara Republik Indonesia Nomor S L07) 
sebagaimana telah drubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pelaksanaan 
Togas dan Wewenang Serta Kedudukan 
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah 
di Wilayah Proviriai (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2018 Norn or l 09, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6224); 

16. Perat.urari Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tenta.ng Standar Akuntansi Pernerirrtalaari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tam.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemertntah Daerah (Lembaran 
Negara Republik [ndonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Rak Keuangan dan Administrasi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 



Daerah (Lembaran Negara Republik Lndonesia 
Tahun 2017 Nornor 106, Tambahan Lernbarari 
Negara Republik fndonesia Nornor 6057); 

19. Peraturan. Pemerirrtah Nomor 12 Tahun 2019 
ten tang Pengelolaan Kcu arigari Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tarnb ah an Lernbar an Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2007 tentang Tata Ca:ra Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daer ah tentang 
Penjabara.n Angga:ran Pendapatan dan Belanja 
D.aerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 36 
Tahun 2011 centang Perubahan atas Pcraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 201 l 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah lentang 
Penjabaran Anggaran Peridaparan dan Belanja 
Daerab (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nornor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pernerintah 
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor754}; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tcntang Pcngclompokan Kernampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nornor 1067); 

24. Perat.uran Menteri Dala.m Negeri Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendaparan 
dan Belanja Daerah, da.n Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyalur an, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Perigg'uraaari Bantuan 
Keuangan Parta.i Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah , dan Tertib 



WALIK.OTA KENDARI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARJ 

Dengan Persetujuan Bersama 

dan 

Adrninistrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Lapor ari Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

25. Peraturan Mcrrteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tah,un 2020 terrtarig Pedoman Penyusunan 
Anggaran Perid apat.ari dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ); 

27. PeraLuran Menteri Dalam Negeri Nornor 9 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang 
Perubahan Anggaran Pen d ap a ta.n dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daer ah ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan BelaIJ.ja Daerah, 
dan Ran carigan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
431); 

28. Peraturan Daer ah Kota Kendari Nomor 28 
Tahun 2017 tern arig Besaran Ha.k-Hak 
Keuangan. dan Administ.ratif Pimpinan dan 
Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Keridari Tahun 
2017 Nomor 28) sebagaimana telah d.iubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Kendari Nomor 38 Tahun 2021 terrtang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerab Rota 
Kendari Nornor 28 Tahun 2017 ten tang Besaran 
Ha.k-Ha.k Keuangan dan Adrnirnatr-atif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Kendari (Lernbaran Dacrah Kota Kendari 
Tahun2021 Nornor 38); 

29. Peratu::ran Daerah Kota Kendari Nornor 8 Tahun 
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah. Daerah Kota Kendari Tahun 2017- 
2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2018 Nomor 8); 

30. Peraturan Daerah Kota. Kendari Nomor l T.ahun 
2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuanga.n Daerah (Lcmbaran Daerah Kota 
Kendari Tah'un 2020 Nomor 1, 'Tambahan 
Lembaran. Daerah Kota Kendari Numor 27); 



(1) APHD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pembiayaan daerah. 

(2) APBD Kata Kendari Tahun Anggaran 2022 
berjumlah Rp. l.889.097.287.448,- terdiri atas pendapatan 
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan 
rincian sebagai berikut : 

Pasal 2 

Rp. 1.5.71.927.277.732,­ 
Rp. l.866.662.699.157,­ 
Rp. (294.735.421.425,-) 

a. Pendapatan Daerah 
b. Belanja Daerah 

Defisit/Surpius 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Rota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang 
rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjad.i 
kewenangan Pernerintah Kota Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya clisingkat 

Sl<PD adalah unsur perangkat daerah pada Pernerintah Daerah 
yang metaksanakan Urusa.n Pemerintahan Daerah, 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjucnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Pernbiayaan Daerah adalab semua penerimaan yang perlu 
dibayar kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selarna 1 (satu) periode anggaran. 

8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih .antara 
Pendapatan Daerah dan Belanja. 

9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
Pendapatan Daerab dan Belanja Daerah. 

10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk rnendanai 
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang 
tidak dapat dibebankan dalam L (salu) tahun a.nggaran. 

1 1 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerab. 
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Dacrah yang diakui 

sebagai penambab .nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
Daerah rnenerima se] urnlah uang a tau menerirna manfaat yang 
bernilai uang dari. pi.hak Jain sehingga Daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali, 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. sebagaimana dimaksud 
dalarn PasaJ 3 huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 15.069.428.818,- yang terdiri atas : 
a. Pendapatan hibah; 
b. Dana darurat; 

Pasal 6 

(1) Pendapatan transfer sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b direncanakan sebesar Rp, l.060.841.520.576,- yang 
terdiri atas : 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pernerintah pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 969 281.327.000,- 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat fl) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 91.560.193.576,- 

Pasal 5 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 496.016.328.338,- yang 
terdiri atas : 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Kasi! pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan: dan 
d. Lain-Jain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada a:yat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 306.969.911.741,-. 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 81.877.771.182,·. 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar- Rp. 15.000.000.000,-. 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp. 92.168.64-S.4 LS,-. 

Pasal 4 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.571.927.277.732,­ 
yang bersumber dari : 
a. Pendapatan asli; 
b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 3 

317.170.009. 716,- 
22.434.588.291,- 

294.735.421.425,- 

Rp. 0,- 

c. Pernbiayaan Daerah 
1. Penerirnaan Rp. 
2. Pengeluaran Rp. 

Pembiayaan Netto Rp. 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 



(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 680.152.765.129,- yang 
terdiri atas : 
a. Belanja modal tanah. 
b. Belanja modal peralatan dan mesin. 
c. Belanja modal bangunan dan gedung. 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. Belanja modal aset tidak berwujud. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana di.maksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.597.516.888,· 

Pasal 9 

(1) Anggaran helanja operasional sebagaimana dirriaksud dalam 
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. l.128.409.934.028,­ 
yang terdiri atas : 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 683.240.931.986,- 

(3) Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada ayat {l) 
huruf b direncanakan. sebesar Rp. 383.282.892.152,- 

(4) Belanja bunga sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 23. 164.642.634,- 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (]) huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 0,- 

(6) Belanja hi.bah sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) huruf e 
direncanakan scbesar Rp. 28.843. 723.332,- 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.877.743.924,- 

Pasal8 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan 
scbesar Rp. 1.866.662.699.157,· yang terdiri atas : 
a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal 7 

c. Lain-lain pendapa.tan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 0,- 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 0,- 

(4) Lain-lain pcndapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.069.4-'28.818,-. 



(1) Anggaran penerimaan pernbiayaan sebagaimana dimaksud 
dalarn PasaJ 12 huruf a direncariakan sebesar 
Rp. 317.170.009.716,-yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjaman daerah; 
e. Penerirnaan kernbali pemberian pinjarnan dacrah; dan 
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Sisa lehih perhitungan anggaran rahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 317.170.009.7!6,- 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 
direncanakan sebesar Rp. 317.170.009.716,- yang terdiri atas : 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan, 

Pasal 13 

Pasal 12 

(1) Anggaran belanja transfer sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 
huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- yang terdiri atas : 
a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bancuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakun sebesar Rp. 0,- 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(l) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- 

Pasal 11 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.100.000.000,- yang 
terdiri atas belanja ticlak terduga. 

Pasal 10 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 107.208.632.202,- 

(4) Belanja modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dircncanakan sebesar 
Rp. 279.403.095.204,- 

(5) Belanja modal jalan, jaringan., dan irigasi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp. 253.207.184.476,- 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.736.336.359,- 

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- 



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA TERTAl'fG ARGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022 : 7 /134/2021 

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TA.HUN 2021 NOMOR : 7 

Diundangkan di Kendari 
pada tangga1 9- l'l- - 2021 

PARAF KOORDINASI 
NO. INSTASASI ! UNIT KERJA PJRAF , t.<, lbeJ: q, fw,,b. ''., 
2 fC,.. 8kAO ~ 
3 p,t,,,.q. H.,j:;.,.., rJA, 

4 . 

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran 
Daera h Kota Kendari. 

Pasal 19 

Walikota Kendari menetapkan Peraturan Walikota Kenda.ri 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 18 

15. Lampiran XV 
16. Lampiran XVT 

14. Lampiran XIV 

Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset 
Lain-Lain; 
Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy 
years); 
Daftar Dana Cadangan; dan 
Daftar Pinjaman Daerah. 

13. Lampiran xm 
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